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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam proses pemindahan arsip inaktif pada Bagian Administrasi 

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia terdapat tiga aspek yang sangat penting antara lain prosedur 

pemindahan arsip inaktif, jadwal retensi arsip, dan sumber daya manusia 

kearsipan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kegiatan 

wawancara, observasi, dan telaahan dokumen kemudian dilakukan analisa 

terhadap data-data yang diperoleh sehingga dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. Dari kesimpulan ini kemudian akan disampaikan saran-saran 

yang diajukan penulis sebagai alternatif supaya proses pemindahan arsip 

inaktif dapat dilaksanakan dari Bagian Administrasi Badan Keahlian ke 

Bagian Arsip Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.  

 

A. Kesimpulan  

1. Aspek Prosedur pemindahan arsip inaktif. 

Pemindahan arsip inaktif dari Bagian Administrasi Badan 

Keahlian ke Bagian Arsip belum dapat dilaksanakan yang disebabkan 

oleh belum dilakukan prosedur pemindahan arsip inaktif secara benar. 
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Hal ini disebabkan karena unit pengolah belum memiliki daftar arsip 

aktif dan inaktif, tidak adanya penyeleksian arsip-arsip terhadap arsip-

arsip yang frekuensi penggunaannya sudah berkurang (inaktif), adanya 

kecendrungan setiap akhir tahun arsip-arsip dikumpulkan pada suatu 

tempat tanpa dilakukan penataan.  

2. Aspek Jadwal Retensi Arsip 

Berdasarkan pengamatan di Bagian Administrasi Badan 

Keahlian dan Bagian Arsip, diketahui bahwa Setjen DPR RI sudah 

memiliki Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman untuk melakukan 

penyusutan arsip khususnya pemindahan arsip inaktif dari Bagian 

Administrasi Badan Keahlian dan Bagian. Bagian Administrasi Badan 

Keahlian belum dapat melakukan proses pemindahan arsip inaktif ke 

Bagian Arsip yang disebabkan belum diterapkannya penggunaan 

jadwal retensi arsip, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan 

staf pengelola arsip terkait penggunaan JRA yang mengakibatkan 

arsip-arsip yang sudah memasuki masa inaktif belum dapat dilakukan 

pemindahan arsip inaktif.  

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa jika ditinjau dari SDM kearsipan yang ada di Bagian 

Administrasi Badan Keahlian masih belum memadai dan merangkap 

tugas lain sebagai pendamping pimpinan, sehingga beban tugasnya 
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bertambah banyak dan tidak fokus terhadap kegiatan pemindahan 

arsip inaktif, kurang kesadaran dari staf pengelola arsip. Oleh karena 

itu perlu penunjukan kepada staf pengelola arsip yang secara khusus 

dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip sampai dengan 

kegiatan pemindahan arsip inaktif ke Bagian Arsip. Selain itu perlu juga 

dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan arsip melalui pendidikan 

dan pelatihan, workshop, seminar-seminar kearsipan sehingga 

pengelola arsip di Bagian Administrasi Badan Keahlian memiliki 

sertifikasi kearsipan.  

 

B. Saran 

1. Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI harus mengeluarkan Surat 

Keputusan terkait penempatan arsiparis di unit kerja Bagian 

Administrasi Badan Keahlian yang bertujuan untuk melaksanakan 

pengelolaan arsip mulai dari penciptaan sampai pada penyusutan 

arsip yang salah satu kegiatannya adalah pemindahan arsip inaktif 

ke Bagian Arsip sehingga ada sinerginas antara sumberdaya 

manusia unit pengolah dengan unit kearsipan karena satu profesi 

yaitu arsiparis.  

2. Untuk mengatasi penumpukan arsip inaktif, sebaiknya ada 

pendampingan dari arsiparis Bagian Arsip untuk dapat menyusun 

langkah-langkah pemindahan arsip inaktif mulai dari penyeleksian 
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arsip inaktif, menyusun daftar arsip inaktif, melakukan penataan 

arsip inaktif, membuat berita acara terhadap arsip inaktif yang akan 

dipindahkan, sehingga dapat dilaksanakan pemindahan arsip 

inaktif sesuai prosedur pemindahan arsip inaktif.  

3. Penguatan terhadap fungsi instrumen pengelolaan arsip, 

khususnya penggunaan jadwal retensi arsip terhadap pemindahan 

arsip dengan melihat masa retensi arsip tersebut dan intrumen 

kearsipan lainnya seperti tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan 

sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dengan cara 

mengadakan pengembangan sumberdaya manusia kearsipan 

misalnya seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, workshop, 

dan seminar yang berkaitan dengan kearsipan. 

4. Adanya pengawasan kearsipan internal oleh Bagian Arsip Setjen 

DPR RI, dan pengawasan kearsipan eksternal oleh Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI)  secara periode tertentu, yang bertujuan 

untuk penegakan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang 

kearsipan. 
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